
BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2Ol9

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BARITO SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peratrrran Pemerintah Nomor 6O Tahun
2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
bebarapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2OL6 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6O Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaian
Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2Al9;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II
di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nornor 6 Tal-r:n 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a95);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Ta"mbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2AL+ tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2Al4 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2074 Nomor 723, Tambahan Lembar:an Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahtsrt
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang*Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57171;

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ot4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2A16
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2Ot4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia
Nomor 586a);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2078 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2OL9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A18 Nomor 2251;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

6.

7.
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8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Al8
tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2A19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor Laa$;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1081);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l93IPMK.O7l2Al8
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2Ol9 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor L2l,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor
22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2Ol7 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Ta}lun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017
Nomor 5).

13. Peraraturan Bupati Barito Selatan Nomor 2t Tahun
20 15 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
BaranglJasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2015 Nomor 2ll sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor
18 Tahun 2Ol8 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
{Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018
Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan rnasyarakat krukurn yang
memiliki batas wilayah yeng berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
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dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

2.DanaDesaadalahdanayangbersumberdariAnggaran
Pendapatand'anBelanjaNegarayangdiperuntukkan
bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pend.apatandanBelanjaDaerahkabupaten/kotadan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerinta"han, pelaksanaan pembangunan' pembinaan

k *.*y*akatan, dan pemberdayaan masyarakat'

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan'

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat

Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

6. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang

akan diterima oleh setiap desa secara merata yang

besarrqra dihitung berdasarkan persentase tertentu dari

anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa

secara nasional.

7. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan

memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat

tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggr.

8. Alokasi Formula adatah atrokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk desa, angka
kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat
kesulitan georafis desa setiap kabupaten.

9. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut
IKG Desa adalah angka yang mencerninkan tingkat
kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel
ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

1O. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran
Negara pada bank sentral.

1 1. Rekening Kas Umum Daerah yar:g selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengelrraran
daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang pemorintahan
desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank
yarrg ditetapkan.
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa
BUN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan :

a. alokasi dasar;
b. alokasi afirmasi; dan
c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar
per kabupaten dibagi jumlah desa mengacu pada Peraturan
Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal
dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian
Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf
c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis
yang bersumber dari kementerian yan.g berwenang
dan/atau lernbaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang statistik.

L4.
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Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan
f<rrmula sebagai berikut:

AF Desa = {(O,lO * ZLI + (0,50 * 221 + (0,15 " Z3l + (O,25 * Z4l} * AF
Kab.

Keterangan:
AF Desa
ZL

22

23

Z4

AF Kab

(1) Penyaluran

Alokasi Formula setiap Desa.
rasio jumlah pendud.uk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa Kabupaten
Barito Selatan.
rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa
terhadap total penduduk miskin Desa
Kabupaten Barito Selatan.
rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa Kabupaten Barito
Selatan.
rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
Kabupaten Barito Selatan.
Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 9

Dana Desa dilakukan melalui

Pasal 7

Indeks kesulitan geogra{is Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati
Barito Selatan berdasarkan data dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pernerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2OL9
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEI\iYALURAN DANA DESA

pemindahbukuan dari RKUD ke RKD

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di
RKUD setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:
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a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat

minggu ketiga bulan Juni sebesar 2Aa/o {dua puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat
minggu keempat bulan Juni sebesar 4Ao/o (empat
puluh persen); dan

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 4Ao/o (empat
puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I
dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa
mengenai APB Desa dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III
dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi
penyerapan dan capaian outyxtt Dana Desa sampai
dengan tahap II dari Kepala Desa.

(71 Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (61,

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 75% (ttrjuh puluh lima persen) dan rata-
rata capaian outpuf menunjukkan paling sedikit sebesar
5O% (lima puluh persen).

(8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase
capaian autput dari seluruh kegiatan.

(9) Pen5rusun an laporan realisasi penyerapan dan capaian
output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , ayat (5)

dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian outpu\
volume outgtut, cara pengadaan, dan capaian output.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data,
kepala desa dapat mernutakhirkan tabel referensi data
dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh
kementerian/ lembaga terkait.

(11) Seluruh dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa
diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

(12) Dokumen yang memenuhi persyaratan, selanjutnya
dibuatkan surat pengantar danlatau rekomendasi yang
ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Darits
Selata"n untrrk diproses lebih la.njut.
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BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 1O

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai
prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi).

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa
mengenai APB Desa.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.

(1)

{21

(1)

Pasal 12

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan
Desa.

Dana

{2) Pemerintah Daerah dapat
atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana
dibebankan pada Anggaran
Daerah.

melakukan pendampingan

dimaksud pada ayat (21

Pendapatan dan Belanja

Pasal 13
Format daftar rencana penggunaan dana desa dan surat
pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PtrLAPORAN DANA DtrSA

Pasal 14

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap
penyaluran kepada BuPati.



-9 -
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian outpuf Dana

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a.laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II;

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian outpuf Dana
Desa tahun anggaran sebelrrmnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 huruf a disampaikan pating
lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana
Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal
7 Juni tahun anggararl berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah
batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) Kepala Desa dapat
menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada
Bupati.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan
penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan
berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal L5

Format laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB VI
SANKSI

Pasal 16

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasat 9 ayat (5)
danf atau Pasal 9 ayat (61;

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen);
dan/atau;

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat
pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan
sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya.
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(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa
tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 3O% (tiga
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 tidak dapat
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali
pada tahun anggararl berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di
daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyimpangan penyaluran danf atau penggunaan Dana
Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (71

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas qraktu tahapan penyaluran
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9.

Pasal 17

(l)Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda

dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L6 ayat (1) huruf a telah

diterima;

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya

kurang dari atau sama dengan 3oo/o (tiga puluh

persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional

daerah.

(2)Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a

dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya

tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lag:

ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
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(3)Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat {21 kepada Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4)Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat {21

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan

APB Desa tahun anggaran berikutnya'

(5)Bupatimenganggarkankemba]isisaDanaDesadiRKUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dalam rancangan

APBDtahunal}ggaranberikutnyasesuaidengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan'

(6)Dalam hal sisa dana Desa di RKUD belum disalurkan

dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan februari

tahun anggarall berjalan, sisa dana desa tersebut

diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran

dana desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran

berjalan.

(7)Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran

sebelum minggu kedua bulan juni tahun €mggaran

berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran

sisa dana desa tahap II yang belum disalurkan dari

RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat

minggu ketiga bulan juni tahun anggaran berjalan.

(S)Berdasarkan permintaan penyaluran sisa dana desa

tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA

penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa

dana desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke

RKUD paling lambat bulan juni tahun anggaran

berjalan.

(9)Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan

penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud

pada ayat {7lr, sisa dana desa tahap II yang belum

disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan

sebagairnana dirnaksr-rd pada ayat (6), rnenjadi sisa

anggaran lebih pada RKUN.
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pasal lB
{1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa

daram hal seterah dikenakan sanksi penundaan
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dararn
Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa
di RKD iebih dari 3O% {riga putuh persen).

{2}Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3)Bupati meiaporkan pemotongan penyaruran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat {U kepada Kepala
KPPN selaku KpA penyaiuran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan tsupati
diundangkan,

Pasal 19

ini ,mulai berlqlu pada tanggai

Agar setiap orarlg, mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan g"p;ti ini dengan o"*"*o"tannyadaiam Berita Daerah Kabupalen Barito S-.i*turr.

Ditetapkan di Buntok.
pada tanggal B *i:r.l3 ZAI}

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI
Diundangkan di Buntok
pada tanggal I fp:*.5.J- 2Oi9

PJ.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN B$RJTO SELATAN,r \ ____,

I r.sI

V-W
SYAHRANI

ZOL9 NOMOR A
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
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LA&EPIRAIts Ifi
PER.ATITRAII BI]pATI BABr?O SELATAIr
sroMoR 3 ?AIXUsS 2019
rETV?AilG
TATA CARA PEMBAGIAN EAI{ PEffETA,PAN
RII{CIAfi DANA DESA SETIAP DESA ?AITUH'
AT{GGARAI{ 2OL9

FORMAT SURAT PERI\TYATAAN

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ".."....."."
Jabatar : Kepda Dssa"".......,,
,&lamat : JL..........."".1[o....""...RT/RW..."..."Desa..."...,

Dengan ini menyatakan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan
mengajukan dokumen permohonan pencairan DD Tahap ..... (dengan huruf) sebesar
Rp...... '..., (derryan huruJ). Dana tersebut untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {APB Desa) Tahun Anggaran 2}lg dan
dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakaa sebagaimana mestinya.

Dikeluarka:: di :

nada tanggal : ,'.........-...........2O19

KEFALA DESA

Materai
Rp.60O0

cap/ttd

NAMA

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY R.qYA SAMSURi
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